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Jakarta,

Kepada Yth.

l. Para Sekre.taris Jenderal Kementerian
2. Para Sekretaris Kementerian Negara
3. Para Sekretaris Utama Lembaga Non Kementerian
4- Para Sekretaris Daerah Provinsi
5. Para Sekretaris Daerah Kabupaten
6. Para Sekretaris Daerah Kota

Di

Tempat

3 i Juli 20L2

Perihal : Modus ' Penipuan yang Mengatasnamakan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {LKPP}

SURAT EDARAN

Menyusuli Surat Edaran kami Nomor 2lstrlKAl2OLl, tanggal 25 Maret
20LL tenlang lnformasi Mengenai Penipuan Mengatasnamakan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini disampaikan
hal sebagai berikut:

l. LKPP telah banyak menerima Laporan dari para Korban mengenai
Surat Palsu yang mengatasnarnakan LKPP (Contoh-Contoh Surat Palsu
dapat dilihat pada situs web www.lkpp.go.id) dengan beberapa modus
penipuan sebagai berikut:
a. Oknum yang mengaku sebagai Kepala LKPP (dengan kop Surat

LKPP yang dipalsukan, nama dan tandatangan pejabat yang
dipalsukan adalah Dr. [r. Agus Rahardjo/lr. Agus Rahardjo] atau
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP {dengan
kop Surat LKPP yang dipalsukan, nama dan tandatangan pejabat
yang dipalsukan adaiah Dr. Agus Prabowo) untuk memfasilitasi
Bimtek Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJP Berbasis Komputer;

b. O,knurn yang mengaku sebagai staf atau pegawai LKPP yarlg
neenaw,ar',kaa dapat rnelakukan konve rsi sertifi kat PBJ P ;

c. Oknrrm yaae sebagai staf atau F.egawai LKPP yiang
rae,rnin,ta ke-p ada keoad.a ULP KI L / D / [ tentang in{ormas:i .:per1i.@la
yaag raengifcuti peleLngan,ai ul'p .k 

7 L 1 a J t berLngkutan; atau
d. Olk*rurn yang mengaku sebagai staf atau pegawai D.ire.kto,14!

Monitoring Evaluasi LKPP (dengan kop Surat LKPP yang



2.

-J.

dipalsukan, nama dan tandatangan pejabat yang dipalsukan
adalah Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi a.n Prol Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc) meminta
data penyedla yang masuk ke dalam daftar hitam KIL/D lI.

Dimohon kepada Sekretaris Jenderal Kementerian/ Sekretaris
Kementerian Negara / Sekretaris Utama Lembaga Non Kementerianf
Sekretaris Daerah Provinsi/ Sekretaris Daerah Kabupaten/Sekretaris
Daerah Kota untuk menginformasi.kan Surat Edaran ini kepada
seluruh unit kerja di lingkungan masing-masing.

Bagi Pihak yang menerima Surat Palsu tersebut diharapkan untuk
melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Lembaga Kebijakan
Pengadadn Barang/Jasa Pemerintah melalui Call Cerutre LKPP dengan
Nomor Telpon O2L-71673O0O atau Bagian Humas LKPP dengan Nomor
Telpon O2L-799LO25 ext. 172, dan dimohon untuk tidak
menghubungi Nomor Telpon atau Faksimili Yang tercantum dalaml
Surat Palsu tersebut

Bagi Pihak yang telah menjadi korban penipuan Surat Palsu tersebut
untuk melaporkan kepada Kepolisian terdekat.

LKPP setelah menerima laporan dari Korban Penipuan yang terkait
dengan Surat Palsu akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur
atau ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah,

Tembusan Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2- Para Kepala Lernbaga Non Kementerian;
3. Kepaia Kepolisian Republik Indonesia;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati;
6. Para Walikota.
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